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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI NIKAH 

BERDASARKAN PERMA NO.5 TAHUN 2019 (STUDI DI DESA SIPARE-PARE 

TENGAH KEC. MARBAU KAB. LABUHAN BATU UTARA) 

1. Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Rantau Prapat 

1) Apa saja syarat administrasi yang dibutuhkan dalam mengajukan 

permohonan dispensasi nikah? 

2) Berapakah biaya yang dikenakan selama proses berperkara dipersidangan? 

3) Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan selama proses persidangan 

dispensasi nikah? 

4) Selama menangani kasus permohonan dispensasi nikah, apakah ada 

permohonan yang tidak dikabulkan oleh hakim? 

5) Bagaimanakah saran bapak/ibu terhadap masyarakat yang memilih untuk 

melaksanakan pernikahan di bawah umur? 

 

2. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marbau 

1) Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus pernikahan di bawah tangan 

yang telah terjadi di Desa Sipare-pare Tengah? 

2) Apakah selama bapak mendampingi, ada pasangan yang memilih untuk 

menikah di bawah tangan? 
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3) Apakah di Kantor KUA Kecamatan Marbau terdapat pasangan yang telah 

mengajukan permohonan dispensasi nikah? 

4) Apa alasan yang mendasari masyarakat tidak mau mengajukan dispensasi 

nikah? 

5) Bagaimana solusi yang dapat diberikan guna mengurangi pernikahan yang 

tidak tercatatkan, serta meningkatkan kesadaran hukum msyarakat mengenai 

Perma yang mengatur tentang dispensasi nikah?  

 

3. Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Marbau 

1) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui 

tentang Perma ini, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar 

masyarakat bersedia untuk mengajukan dispensasi nikah?   

 

4. Wawancara dengan Penghulu di Desa Sipare-pare Tengah Kec.Marbau 

1) Setelah lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019, apakah ada pasangan muda (di 

bawah usia 19 tahun) dari Desa Sipare-pare Tengah yang melaksanakan 

pernikahan? 

2) Apakah alasan yang mendasari mereka untuk melangsungkan pernikahan 

tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah? 

3) Sebelum dinikahkan, apakah sebelumnya mereka telah mengetahui tentang 

dispensasi nikah? 

5. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat   
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1) Apakah alasan yang mendasari terjadinya pernikahan di bawah tangan di 

Desa Sipare-pare Tengah? 

2) Bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengenai aturan dispensasi nikah yang telah diatur di dalam 

Perma No.5 Tahun 2019?   
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI NIKAH 

BERDASARKAN PERMA NO.5 TAHUN 2019 (STUDI DI DESA SIPARE-PARE 

TENGAH KEC. MARBAU KAB. LABUHAN BATU UTARA) 

 

No. 

 

Pernyataan 

Keterangan  

Keterangan Ya Tidak 

1.  Apakah sebelumnya saudara sudah 

mengetahui tentang Perma No.5 

Tahun 2019 yang mengatur tentang 

Dispensasi Nikah 

-   - 

2.  Jika sudah, dari manakah anda 

mengetahui informasi tersebut 

-   - 

3.  Apakah pada saat akad pernikahan, 

ada pihak terkait seperti Kepala 

Desa, Kepala Dusun atau Penghulu 

yang memberitahukan mengenai apa 

itu dispensasi nikah 

-  - - 

4.  Jika ada , apakah saudara 

berkeinginan untuk mengajukan 

Permohonan Dispensasi Nikah 

-   - 
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5.  Jika tidak, apakah alasan yang 

melatarbelakangi saudara untuk tidak 

mengajukan Permohonan Dispensasi 

Nikah 

- - Tidak mengetahui 

informasi tersebut 

dan tidak 

mengetahui 

prosedur 

pegajuannya serta 

memakan waktu. 

 

 


